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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALqNGKA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

AITGGARAIT PETDATATA1T DAN 8E[,.AITJA DAERI\H
KABUPATETT| {A.TALEUGTA TATIITN ArccAnArf 2014

. DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA DSA

BUPATI MAJALENGI(A,

Menimbang : a- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1)
' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terali*rir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tenting Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nqmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untut
memperoleh persetqiuan trersama; I

b. bghwa Rancangan Feraturan Daerah tcntang arrggafaq
Pendapatan dan Belar{a Daerah (APBD) yang didukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Keda Pemerintah Daerah Tahun
2OI4 yarre diiabarkan ke datram Kebijakan Umum APBD
serta Prioritap dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
Anggaran 2014;

c. bahwa bendasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetaplcan Perahran
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dpn Belanja Daerah
I(abupaten Mqjalengka Tahun Anggaran 2O14.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 195O) sebagaimana'telah diubah dengan
Undang-Undang Ngmor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan l(abupaten Purwakarta darr l(abupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Linglrungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2.Undang-Undan 9.., . ..2
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Undang-Undang Nqmor 6 Tahun 1983 tentzurg Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (kmbarur Negara
Republik Indonesia Tahr:n 1983 Nqmor 49, Tambaharr"
Iembararr Nega.ra Republik Indonesia Nemor 3262ll
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan
Perah;ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Penrbahan Keempat Atas Undang-
Undarrg Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor
62, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomgr
a9eel;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentarrg Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L997 Nomor 42, Tambatran kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
L997 tentang Penagthan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor
L29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 39871;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14O, Talrrbahan
Lpmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Penrbahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (I,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
RepuSlik Indonesia Nomor a15O);

Undarrg-Undang Nomor 17 Tabun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO3
Nomor 47, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan TanggUng Jawab Keuangan
Negar-a (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QO4
Nomor 66, Tam,bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 2'5 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencalnaan Pembangunan Nasional (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambaharr
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
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,T

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



-3- *

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentarrg
Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OQ4 Nqmor L25, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 Sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undarrg-
Undang Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua
Atas Unda-ng-Unda-ng Nomor 32 Tahun 2AO4 tentarrg
Pemerintaha.rr Daerah (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tarrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a$afl;

1 1. Unda-ng-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Ptrsat dan
Pemerintahan Daerah (Lembara-n Negara Republik
Indonesia Tahun 2OQ4 Nomor 126, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Majelis
Permusyawaratan Ralryat, Dewan Pennakilan Ralqyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralcyat
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor L23, Tambahan I,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lrrnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

14. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perahrrzur Perundang-undangarr (Lembarart
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S23al;

15. Perattrran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegarnai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L977 Nomor lU, Tambahart
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telatr beberapakali diubatr teraktrir dengart
Perahrran Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OL3 tentang
Pembahan Kelima Belas Atas Perahrran Pemerintah Nomor
7 Tatrun L977 tentarrg Peratr-rran Gaji Pegawai Negeri Sipil
(I,,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 571;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OO0 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan \Makil Kepala
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahr:n 2OO0

Nomor zLO, Tambahan L,embaran Negara RepUblik
Indonesia Nomor 4028);
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17. Pgraturan Pemerintah Nomor 24 T"ahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuasgan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakitan Ra!ryat Daerah (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO* Nomor 90,
Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
44L61, sebagaimana telah beberapa kali diubah teralchir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2OQT

tentang Perubahan Ketiga Atas Perahrran Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2OO4 tentarrg Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Irmbararr Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT

Nomor 47, Tarrtbahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aTL2l;

18. Peraturarr Pemerintah Nomor 23 Tahun 20OS tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
45021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pembahan Atas
Perattrran Pemerintah Nomor 2S Tahun 2005 tentang
Pengelolaan KCuangan Badan Layanan Umum (L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AL2 Nomor t7l,
Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340)i ,i

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor L37, Tambahan I,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45751;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem lnformagi Keuartgan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576l-
sebagairnqna telah diubah dengan Peratur€Ln Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang Sistem
Infornrasi Keuangan Daerah (Lembaran NegAra Republik
Indonesia TahUn 2O1O Nomor 110, Tambahan Lembara'n
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbararr
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

22.Perafriran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pereytrsunan dan Penerapart Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

2y.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OO5 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
i5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);

24 .Perahrran Pemerintah' .. .5
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah * ([rembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tarrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593h

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOO tentarrg
Pengelolaan Bararrg Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Perahrran Pemerintah
Nomor 3S Tahun 20OB tentang Perubahan Ahs Perahrran
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O0S Nomor 78, Talnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

26. Perahrran Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentarrg
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6la\

Z7.Perafuran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang
I,aporan Penyelenffiaraan Femerintah Daerah Kepada
Pemerintatr, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah,
dan Inforrt'rasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintatran
Daerah Kepada Masyarakat (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambaharr Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a693);

28. Pgraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan [rmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

29. Perahrran Pemerintah Nomor 39 Tahun ?OQT tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 83, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a738];

3Q. Perattrran Pemerintah Nomor 4L Tahun ?QOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Q07 Nomor 89, Tambahan Lembararr
Nggara Republik Indonesia Nomor a7a\;

31. Peraturarr Pemerintah Nomor 7 Tahun 20OB tentang
Dekoneentrasi dan T\rgas Pembanftran (I-embaran Negara
Repub[k Indonesia Tahun 2008 Nomor 2Q, Tambahan
Lembarqn Negara Republik Indonesia Nomor 4816h

/
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S2.PeraEuran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang
Banflra;r Keuangan Kepada Partai Politik (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahurr 2009 Nomor 18, Tambahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972l,,
sebagarmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2OI2 tentarrg Perubahan Atas Peratunrn
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg Tentarrg Banhran
Keuangan Kepada Partai Politik (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 195, Tambaharr Iembararr
Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

33. Peraturan Pemerintatr Nomor 16 Tahr:n 2010 tentang
Pedoman PenyusunaJr Perah:ran Dewan Perrrakilan Ralryat
Daqrah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralqgat
Daerah (kmbaran Negara Republik tndonesia Tahun 2010
Nomo: 22, Tarrtbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomer 51Oa);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 201O tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
KeuaRgan Gubenrur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahrrn 2O1O
Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OI I tentang Perubatran Atas
Peratrrran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Teta
Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintatr di Wilayah
Provinsi {I,embaran Negara Republik Indonesia Tatrun 28LL
Nomor 44, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a209h

35. Perattran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutarr
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OIA Nomor 119, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

36. Perattrra"n Pemerintatr Nomor 7L Tahun 2010 tentang
Standa"r Almntansi Pemerintahan (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tatrun ?OLO Nomor 123, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Talrun ?OLL tentarrg
Pinjarnan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun zQlL Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

38. Peraturarr Pemerintah Nornor 2 Tahun 2072 tentang Hibah
Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2
Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor $2721;

39. Perahlran Presiden Nomor 54 Tahur 2010 tenta5rg
Pengadaa.rr Barang /Jasa Mitik Pemerintah sehagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengarr Peraturan
kesiden Nomar 7O Tahun 2OL2 tentang Perrrbahan Kedua
Ata$ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Bara.ng/Jasa Pemerintah (kmbaran Negara
Republik Indoneqia Tahun 2Ql2 Nomor lS5,Tarrrbahan
Iembarqn Negara Republik Indonesia Nomor ffi3a);

40.Perahrran Menteri ......7
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40. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nqmor 13 Tahun 2006
tenta"ng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 201 1
tentang Perubahan Kedua Atas Peratrrran Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

4l.Perafilran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2QO7
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturarr Daeralr
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Perahrran Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah sehagaimana
telah diubah dengan Peratr,rran Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2OLL tentang Perubahan Atas Peratrrran
Menteri Dalarn Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7 tentarrg Tata
Cara Evaluasi Rarrcangan Peratr,rran Daerah tentang
Angga"ran Pendapatarr dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendap-atan dan Belar{a Daerah;

42.Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor LT Tahun 2OO7
tentang Pedoman Teknis Pengelolaar-r Barang Milik Daerah;

43. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OO7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangarl Daerah,
Pengmggaran dan Pertanggung Jauraban Penggunaan
Belartja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif darr
Dapa Operasional;

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun zOQg
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Peng4illan, Penyaluran, dan la.poran
Fertangung Jawaban Penggunaan Bantrran, Keumgan
Partai Politik;

45. Perahrran Menteri Dala:rr Negeri Nomor 32 Tghun 2011
tentarrg Pedoman Pemberian Hibah dan Ban&an $osial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatarr dan Belanja
Daerah sebagaima-na telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2QL2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 201 1 tentang Pedoma.n Pemberian Hibah darr
Banfuen Sssial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
darr Belanja Daerah;

46. Perattrrsr Menteri Dalan Negeri Nomor 53 Tahun 20LL
tentang Pembentulra.n Produk Hukrrm Daerah;

47. Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor $2 Tahun 2OL2
tentang Pedoman Pengelolaan [nvestasi Pemerintah Daerah;

48. Psraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penytrsunan Anggaran Pendapatan dan
Belarrja Daerah Tahun Anggaran 2OI4;

49. Perahrran Daerah Kabupa,gen Majalengka Nomor I Tahun
2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dasah dan
\llakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (kmbaran
Daerah Kabupaten Mqialengka Tahun 2OO5 Nomor S
seri Eh

,A



Menetap&ca

Anggaran Pendapatan dan
perincian sebagai berilnrt :

1. Pendapatar-r Daerah

2. Belanja Daeratr

Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Surplus/ (Devisit) Rp.

Rp. 36.226.750.505,33

Rp. 1.500.000.000,00

(34.726.750.505,33)

Rp. 34.726.750.505,33
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50. Perahrran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun

2OO8 tentang Urusan Pemerintatrarr Daerah Kabupaten
Maialengka (kmbaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2OOB Nomor 2, Tambaharr I.embararr Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 1);

Sl.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2009 tenta.ng Pokok-P,okok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (I,embaran Daerah Kabupaten
Mqialengka Tahun 2QO9 Nomor 2);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
zOQg tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Mqialengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kabupaten Majalengka (I,embaran Daerah
Kabupaten Mqialengka Tahun 2OO9 Nomor 5);

53. Perahlran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun
2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Maialengka (Lembaran Daerah Kabupaten Mqialengka
Tahun 20Og Nomor 10) sebagaimarra telah diubah dengan
Peraturan Daeralr Kabupaten Mqialengka Nomor I Tahun
2011 tentang Penrbahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 10 Tahun 2OO9 tentarrg Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Majatengka (Lembararr
Daerah Kabupaten Mqialengka Tahun 2Ol1 Nomor 8).

I

Ilengari PesetuJuan Bersama

DE\IIAT{ PERWAITILIUT RAI(YAT DAERAII
TABUPATEIV IIA"IAI,EilGKA

Dan

BUPATI IIIA"IALENGI(A
:

IUEMUTU$KAT{:

PERATURAITT , DAERAIT TEIVTAITG ATTGiGARIW
PEITDAPATAIT DAN BEI"ANJA DAERAII KABI'PATEN
}IA"IALE}IGI(A TAIIIN AI{GGARA!{ 2OL4.

Pasal 1

Belaqia Daerah Tahun Anggaran 2Ol4 dengan

Rp . 2.006.268.863.603,64

'' Rp. 2.O4Q.g95.614.108 ,gT

3.

: Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan: 0,00

Pasal 2............9
j

e{t

Rp.
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trt penaapltan Daerah sebagaisranaffir, dalam pasal 1 angka 1 terdiri
dari :

a. Pendapa.tan Asli Daerah sejumlah Rp. 1 54.a8a.3 t3.422,5O;

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.269.963.685.783,00;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp.581.820.8@.398,14

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
darijenis pendapatan :

a. Pqjak Daerah sejumlah Rp.31.704.504.693,00;

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.34.556.696.89 1,OO;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.4.818.032.438,5O;

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

Rp.83.405.O79.400,O0.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenispendapatan :

a. Dana Bagi Hasit Pdjak/Bagi Hasil Bukan Pdak sejumfah
Rp.97.3 18.0 1 2.7 S3,OA;

b. Darra Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.O92.495. 1 73.0OO,OO;

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.8O.150.50O.O00,0O.

(4) l^ain-lain Pendapatarr Daerah yang $ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri jenis pendapatan :

a. Hibah Pemerintah sejumlah Rp.0,00;

b. Dana Danrrat sejumlah Rp.0,00;

c. Dana Bagi Hasil Pajal< sejumlah Rp.84.683.185.142,L4;

d. Dana Penyesuaiarr dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp. 336.446.2214. 00O, 0O ;

e. Banttrarr Keuangan dari Provinsi atau dari Pemtrintah Daerah lainnya
sejumlah Rp. 160.69 1.435.256,00.

hsal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka I terdiri dari :

a. Belarrja Tidak Larrgsung sejumlah Rp. 1 .258.929 .442.508,04;

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 7 82.O66.L71 .600,93.

(2)Belanja Tidak langsung........ 1 O

Vr-
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, (2) Belaaia Tidak Langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a

tcrdtfutari jenis belanja i 
,

a. Belar{a Pegawai sejumla}r Rp. 1.200.620 .T 69.386,04;

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,OO;

d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 3. S84.O99.2S0,00;

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.300.000.000,00;

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.B.04S.267.gT2,Oe

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 50. 526.306.00O,00;
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.00O.O0O.0OO,OO.

I

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja ;

a. Belarrja Pegawai sejumlah Rp,82.737.962.198,OO; ,.1

b. Belanja Bararrg dan jasa sejumlatr Rp.276.18a.91S.136,81; . :t

c. Belanja Modal sejumlah Rp.423. 14 g.2g4.266,t2

hral 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka I terdiri
dari:
a. Penerimaan sejumlah Rp. 36. 226. 7S0.SOS,33;

b. Pengeluaran sejumlah Rp, 1,500.000. OOO,OO.

' (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, terdiri dari Jenis
Pembiayaan:

a. Sisa l.ebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelr:mnya {SiLPA)
sejumlah Rp.35.822,35O,505,33;

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.O,OO;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejurnlah Rp.O,OO;

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,0O; r

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejrlnlah Rp.O,OO;

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.4O4.a00.O0O,OO.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
Pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00;

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp.1.500.000.00O,0O;

c. Pengernbalian Piutang sejumlah Rp.O,00;"

d. Pemberian Pinjarran Daerah sejumlah Rp.0,00.

Pasal 5..,...r.....11

fr
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Pasal 5

Y-"ai* lebih tanjut Pendapatan dan Belaqia Daerah sssegaimaira
dimaksud dalam Pasal I tercantum datam lampiran yang merupakan hagrarr
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringftasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

3. I,ampiran III Rincian APBD menurut Urusan pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;

I

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah,
Organisasi, Prograrn dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belaqja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam herangka
pengelolaarr keuangan negara;

6. l,amniian VI Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;

7. lampiran VII Daft$ Piutan? Daerah;

8. t^ampiran VIII Daftff Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Terrp
Daerah;

fO. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan.tset 1ainnya;

11. Lampiran )(I Daftar Kegiatan-Kegiatan tahunlenggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tatrun furggaran ini;

12. Iampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. I,ampiran XIII Daftar Ptnjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Paral 6

pupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belaqia Daerah sebagai larrdasan operasional pelaksanaan APBD.

Pqsrl 7

1) Dafam keadaan darurat, Pernerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan peraturqn deerah tentang perubahan APBD.

2)Keadaan danrrat.... .......L2
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Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(l), sekmrang-Lmrangnya
memeqHrhi lcriteria sebagai berikr:t :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi $ecara bemlang;

c. Berada diluar kendali dan pengcuuh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki da;npak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Penda.naan keadaan damrat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Dalarn hal belanja tidak terduga tidak mencu.kupi dapat dilalrukan dengan
cara:

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun angga"ran berjalan; dan/ahau

b. Memanfaat*an uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi
pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daeratr tentarrg APBD.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belarUa unhrk
keperluan mendesak.

6) Kriteria belanja untuk kepefluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mencakup:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran bedalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugran yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

7) Peqjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan sehagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf a
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.

8) Pendanaan keadaan darurat untuk sebagaimana dimdksud pada
ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RIG-SKPD.

I

9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubaharr APBD,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporarr
realisasi anggaran.

'Pasel8

Apabila ada program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah
jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dart
Bantuan Keuangan yang bersifat khusuo atau spesifik serta pelakoanaan
kegiataa dalam keadaan danrrat dan/atau mendesak lalnya, yang belum cukup
tersedia dsn/atau belum dianggarkan dalam APBD, maka sambil menwlggu
perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD, Pemerintah Daerah dapat
melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu
melaksanakan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan
memberitahukan l<gpada pimpinan DPRD;

3)

4)

5)

,<
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Parsl 9

Apabila progran darr kegiatan sebagarmana ai*"t 
"r.a 

Pasal 8, terjadi setelah
perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menyampaikannya
dalam Laporan RealisasiAnggaran (LRA). t

Pesd 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah I(abupaten
Majalengka-

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal,S I Desember 20 I 3

BI'PATI I}IA"IALENGKA
!

Cap/Ttd.

suTRrsilo

Diundangkan di Mqialengka

Pada tanggal 31 Desenber 2013

SEKRETARIS DAERAH IGBUPATEN MAJALENGKA

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAI{ DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2013 NOMOR 5
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